
BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR r88 I 3tO I Kl 4tt.Or3 I 2024

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BUDURAN

KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

Mengingat

BUPATI NGANJUK,

bahwa sehubungan dengan meninggalnya Kepala Desa
Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 88 huruf f, Peraturan Bupati
Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala
Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan
Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

L Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Talrun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undahgan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) s,ebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Talrun 2O24 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 teilang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 telrtarlg Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Menimbang



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 292, Tanbahan l*mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentangAparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2023 Nomor l4l, Tambagan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O19 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2O14 tentang Desa {t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahan 2O2O tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomoi 112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
1s7);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatal dan Pemberhentian Kepala Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;

11. Peraturan Daera-h Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2O16 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (kmbaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);



12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2O2O tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan T\rnjangan,
dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa;

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2O22 tentang
Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar
Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa.

Memperhatikan: 1.

2.

Surat Camat Bagor tanggal 5 Agustus 2024
Nomor 14ll lO4O/411.51212024 Perihal Usulan
Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa dan
Permohonan Pengangkatan (ff.) Kepala Desa Buduran
Kecamatan Bagor;
Surat Kelua Badan Permusyawaratan Desa Buduran
Kecamatan Bagor tanggal 29 Juli 2024
Nomor l4ll I6IBPD.BUDURAN/2O24 Perihal Usulan
Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa
Permohonan Pengangkatan Penjabat (S.) Kepala Desa
Buduran Kec. Bagor.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

S inan sesuai dengan aslinYa
PAI,A BAGIAN HUKUM,

SUTRISN .si
Pembina tI

Mengangkat Saudara DIDIK SUJANTO'ST untuk
melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala
Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kepala
Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum
pada Kecamatan Wilangan.

Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU diberikan penghasilan berupa Tunjangan
Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta
memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalan Diktum
KESATU melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan.

: Keputusan Bupati ini mr.rlai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA BUDURAN KECAMATAN BAGOR KABUPATEN
NGANJUK.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Agrtst:ts2024

B. BUPATI NGANJUK,

ttd.

NrP. 19680 1 199202 1001

SRI HANDOKO TARUNA

KELIMA


